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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dilihat dari asal katanya, kata koperasi berasal dari bahasa latin

"Coopere dan diserap dalam bahasa inggris menjadi cooperation. Co
berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga cooperation berarti
bekerja sama atau berusaha bersama sama. Dalam hal ini, kerja sama
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang
sama dan tujuan yang sama.*

Mungker dari Universitas of Marburg, Jerman membedakan konsep
koperasi menjadi dua yaitu, konsep koperasi barat dan konsep kopesasi
sosialis. Hal ini dilatar belakangi oleh pemirkiran bahwa pada dasarnya,
perkembangan konsep-konsep yang ada berasal pada negara-negara barat
dan negara-negara berpaham sosialis, sedangkan yang negara berkembang
dinegara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tesebut.

e Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan
organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang
yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud
mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan
keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan

koperasi.

! Juliana Lumbantobing.(2002).Ekonomi Koperasi.Medan.HIm 3



e Konsep Koperasi Sosialis
Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncankan
dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

o Konsep Koperasi Negara Berkembang
Sementara itu didunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada ke
dua konsep tesebut (konsep koperasi barat dan konsep kopeasi
sosialis), namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri
tesendirt, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam
pembinaan dan pengembangannya. °

“Pemerintah saat ini telah memberikan restrukturisasi kredit bagi debitur

yang terdampak Covid-19, dengan dirilisnya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020”

Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah
perlu membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan Nomor
11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019. Dengan

dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak Covid-

“Sattar.(2017). Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Yogyakarta hal 6



19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan

pembiayaan.

Restrukturisasi  bertujuan untuk meringankan kreditur dalam

bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga serta

perpanjangan waktu. Disamping meringankan kreditur, restrukturisasi

kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank, mengingat situasi

perekonomian di tengah pandemi seperti ini.

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut:

a.

b.

C.

Penurunan suku bunga;

Perpanjangan jangka waktu;

Pengurangan tunggakan pokok;

Pengurangan tunggakan bunga;

Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;

Konversi  kredit/pembiayaan  menjadi  Penyertaan  Modal

Sementara.

Langkah-langkah di atas dapat digunakan satu persatu maupun

secara akumulasi sesuai dengan kebutuhan debitur dalam restrukturisasi

kredit tersebut. Adapun persyaratan bagi debitur yang mengajukan

restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :

1. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;



2. Debitur yang bergerak dalam sektor pariwisata, perhotelan,
perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan dan
transportasi.

Setelah debitur memenuhi persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi
kredit terhadap bank maupun perusahaan pembiayaan, maka terdapat
prosedur permohonan restrukturisasi sebagai berikut :

1. Kunjungi laman resmi kantor bank atau perusahaan pembiayaan
yang bersangkutan;

2. Download dan isi formulir pengajuan restrukturisasi;

3. Debitur menunggu pengumuman. persetujuan restrukturisasi dari
bank atau perusahaan pembiayaan yang bersangkutan;

4. Setelah mendapat persetujuan restrukturisasi, maka debitur dapat
melakukan pembayaran sesuai dengan biaya yang sudah

disepakati.®

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MENETAPKAN :

® https://smartlegal.id/galeri-hukum/pandemi-covid-19 Diambil pada hari rabu 23 september 2020
pada pukul 02.10 WIB.
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA.*
POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa
Keuangan Nonbank.

POJK ini merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keuangan
Non Bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya
telah disampaikan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB
kepada pelaku usaha IKNB. POJK COVID-19 IKNB ini antara lain
memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi
debitur yang terkena dampak COVID-19 dan berbagai ketentuan lain
seperti:

a. Batas waktu penyampaian laporan berkala;

b. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;

c. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi
Pembiayaan;

d. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi
syariah;

e. Perhitungan  kualitas  pendanaan dana  pensiun  yang

menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;

* https://www.ojk.go.id/id/requlasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical.pdf Diambil pada
hari rabu 23 september 2020 pada pukul 02.40 WIB.
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f. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok
peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan

program pensiun iuran pasti.’

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan
Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada tanggal 18 Juni
2020. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk dapat
memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun

menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua
sektor jasa keuangan di di masa pandemi Covid-19 yaitu: Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.02/2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di
Sektor  Jasa  Keuangan pada  tanggal 2 Juni 2020.
POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa
keuangan Republik Indonesia atas keterlambatan pembayaran Sanksi
Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu

darurat bencana akibat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.’

® https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical.pdfDiambil pada
hari rabu 23 september 2020 pada pukul 15.24 WIB.

® https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk Diambil pada hari rabu 23 september 2020
pada pukul 15.38 WIB.



https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-Non-Bank/pojk%2014-2020.pdf
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Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa
hak dan kewajiban didalam hokum. Menurut Subekti (1998) dalam dunia
hukum, pembawa hak dan kewajiban itu adalah orang(Person). Subjek
hukum berupa orang ini meliputi manusia (Nature Like Person) dan badan
hukum (Recht Person).

1. Manusia (Nature Like Person).

Manusia adalah orang yang dilahirkan secara biologis ataupun

natural. Sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum,
membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan, dan sebagainya.
2. Badan Hukum (Recht Person)

Badan hukum merupakan suatu badan atau himpunan ataupun

kumpulan orang-orang dalam suatu organisasi yang betujuan untuk

mencapai tujuan bersama. '

Ilmu koperasi lahir bersamaan dengan lembaga koperasi. Di
negara-negara yang telah memiliki gerakan koperasi yang kuat, ilmu
koperasinya telah mantap. Sebagai perbandingan dengan ilmu-ilmu
lainnya, para akademisi berdedikasi untuk menjelaskan serta
mendeskripsikan keadaan dan masalahmasalah koperasi, namun
sayangnya ilmu koperasi ini masih dianggap sebagai menara gading.
Meskipun begitu, para pakar tersebut telah menggunakan landasan ilmiah

untuk membantu koperasi agar berhasil dengan baik. Oleh karena itu, ilmu

" Prabowo Yudho Jayanto.(2016). Indonesia Business Law .Semarang HIm.10



koperasi telah ditanamkan ke dalam kegiatan jaringan kerja swadaya
koperasi. Para pakar koperasi yang baik telah memberikan pengaruh luar
biasa kuat dalam pengembangan dan pembangunan koperasi.®

Pengertian koperasi ditinjau dari segi hukum Badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.®

KSP Riski Umat Kabupaten Batang merupakan lembaga keuangan
non-bank, yang hadir dan berperan untuk membantu perekonomian atau
UMKM memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang
membutuhkan dengan cara jaminan KTP, KK, BPKB kepada KSP Riski
Umat.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas sebagai bagian dari
salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hokum di Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung penulis tertarik untuk menulis
skripsi yang berjudul : Kebijakan Terhadap Debitur Ditengah Pandemi

Covid 19 Di KSP Riski Umat Kabupaten Batang.

® Sri Djatnika.(2012).Ekonomi Koperasi.Yogyakarta.HIm.9

¥ Muhammad Nizar.(2018).Ekonomi Koperasi.Pasuruan.HIm.6



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan ini

adalah:

1.

Bagaimanakah kebijakan-kebijakan KSP Riski Umat ditengah
pandemi covid 19 yang meringankan debitur

Bagaimana dampak yang diterima olen KSP Riski Umat dengan
dikeluarkannya POJK Nomor 14/POJK.05/2020

Bagaimana pengelolaan aset keuangan KSP Riski Umat ditengah

pandemi covid 19

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian

mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1.

Untuk mengetahui keuntungan yang didapat oleh debitur dan KSP
Riski umat dengan dikeluarkannya PJOK tersebut

Untuk Mengetahui dampak yang diterima oleh debitur

Untuk mengetahui pengelolaan aset keuangan KSP Riski Umat di

tengah pandemic covid 19

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan bak secara

teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis



Dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang
hukum.
2. Secara praktis

a) Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
pencerahan, pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan
koperasi terhadap debitur ditengah pandemi covid 19.

b) Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau
sumber - bacaan bagi  mahasiswa untuk meningkatkan
pengetahuan tentang kebijakan yang dilakukan KSP ditengah
pandemi- covid 19 serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi
mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan

kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan
kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang
tertulis.
2. Koperasi
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi

10



melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya
dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya (kreditur) yang dijanjikan
oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati.
Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan sebuah
jaminan atau agunan dari pihak debitur. Apabila seorang debitur gagal
membayar pada tenggat waktu yang telah disepakati, maka akan ada

suatu proses yang dapat melakukan penyitaan harta.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus
berpedoman pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan
kegunaan tertentu. Dan merupakan suatu cara atau jalan untuk
mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang
diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk
membantu menjawab metode yang relevan terhadap permasalahan yang

diajukan.’®

19 http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com diambil pada hari selasa tanggal 6 oktober 2020
pukul 05.19 WIB.
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a.  Metode Pendekatan
Selaras dengan pembahasan pemasalahan, maka jenis penelitian ini
tergolong penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian
yang mengkaji studi dokumen. Menggambarkan Kebijakan Tehadap
Debitur Ditengah Pandemi Covid 19 Di KSP Riski Umat Kabupaten
Batang.
b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan
data yang diperoleh dari hasil penelitian, wawancara, dokumen dan catatan
lapangan, kemudian dituangkan untuk dipaparkan permasalahan dengan

judul yang dipilih.**

C. Sumber Data
1. Data Premier
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya
melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara
dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung
dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang
diperlukan.*?

2. Data sekunder

Y http://Ip3madilindonesia.blogspot.com Diambil pada hari selasa 6 oktober 2020 pada pukul
14.30 WIB.

12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him.39.
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Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa
buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.*
Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi
a. Bahan Hukum Premier
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif
yang artinya mempunyai otoritas.  Bahan hukum primer yang
digunakan antara lain :**
1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999
TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pedata
3. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Bhttps://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder Diambil pada hari rabu
23 september 2020 pada pukul 18.25 WIB.
Yhttp://repository.umy.ac.id Diambil pada hari rabu 23 september 2020 pada pukul 18.31 WIB.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum /
doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil
penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan
penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.™

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum  tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum
tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia,
kamus bahasa inggris, dan sebagainya.*®

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian perpustakaan (library research) dalam upaya
memperoleh data sekunder dengan cara berupa mengkaji
literature, perundang-undangan dan bahan hukum lainya yang

relevan dengan materi pembahasan.

'3 https://ngobrolinhukum.wordpress.com Diambil pada hari rabu 23 september 2020 pada pukul
18.37 WIB.
'8 https://ngobrolinhukum.wordpress.com Diambil pada hari rabu 23 september 2020 pada pukul
18.45 WIB.
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b. Studi Lapangan
Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara
langsung pada objek penelitian adalah dengan cara
mengobservasi untuk mengamati secara langsung terhadap objek
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan
untuk mendapatkan data yang menyeluruh. Di lakukannya
wawancara untuk memperoleh informasi dan atau keterangan
terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan
dimungkinkan - diperoleh data yang berguna dan dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis
melakukan wawancara Pemilik KSP Riski Umat Di Kabupaten

Batang.
4. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis memerlukan
lokasi penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.
Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian

yaitu KSP Riski Umat Di Kabupaten Batang.

5. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif adalah metode yang
lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap
suatu masalah, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik

analisis mendalam, yaitu mengkaji maslah secara kasus perkasus karena

15



metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah untuk mendapatkan

kesimpulan.

B. Jadwal Penelitian

KEGIATAN

WAKTU PENELITIAN (BULAN KE)

1 2 3 4 5 6

1. | Tahap persiapan penelitian

a. Penyusunan

pengajuan judul

dan

b. Pengajuan proposal

c. Perijinan Penelitian

2. | Tahap pelaksanaan

a. Pengumpulan data

b. Analisis data

3. | Tahap penyusunan laporan
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G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang

lingkupnya, maka sistimatika penulisan skripsi ini secara garis besarnya

sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il :

BAB IV :

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan,
pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta
sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Kebijakan
Terhadap Debitur Ditengah Pandemi Covid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan
pembahasan mengenai- Kebijakan Terhadap Debitur
Ditengah Pandemi Covid 19 Di KSP Riski Umat.
PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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